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ABSTRAK

ABH @

Deliana Rahmah P. (2021) :Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan
7 Alasan Wali Adhal Menurut Fiqgih
Munakahat : Studi Kasus KUA Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak.

(a2

1w ejd

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktek pernikahan oleh wali
hakim dengan alasan wali adhal menurut figih munakahat. Pokok permasalahan
datam penelitian ini adalah Adakalanya pernikahan yang telah disepakati atau
di%tujui oleh calon suami maupun calon isteri ternyata masih ada pihak lain yang
keg’eratan, yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat seringkali ditemukan
persoalan dimana seorang wali tidak mau (adhal) untuk menikahkan anaknya atau
yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali
tergebut tidak mau untuk menikahkannya dan alasan itu tidak syar’i, seperti calon
mgmpelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena
hat=hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahkannya.
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus-
kasus pernikahan wali adhal dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena
wali adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari
responden. Populasi penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 calon
pengantin wali adhal dan 2 dari kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak, dengan teknik pengambilan sampel total sampling.
Sedangkan yang menjadi sumber data ada 3, data sekunder, data primer dan data
tersier. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik
pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

¥ Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, pernikahan oleh wali
hakim dengan alasan wali adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
diﬁkukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali
nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan tertentu dan berakhir dengan
W@(ilah kepada KUA untuk menjadi wali. Dan melalui pendekatan agama,
psikologis persengketaan dapat diselesaikan di tingkat KUA tanpa harus ke
Peg:gadilan yang memakan waktu dan biaya.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Adhal, Figih Munakahat
-t
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AsSalamu’alaikum Wr.Wb

>  Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur

n

kebBadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada
pe%)ulis terutama nikmat keberkahan dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa
tegurahkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Semoga
sygfa’at beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir nanti, Aamiin.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian
yang berjudul “Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal
Menurut Figih Munakahat : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak”, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum

di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Ri&y.

E" Dalam penyusunan skripsi ini, segenap upaya telah penulis lakukan agar
te%‘apainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis sadari
ba@/va tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan,
pezgetahuan, waktu dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Segala

(g°]

it

kr'i_{ik dan saran sangatlah berharga bagi penulis. Berkat bantuan dan bimbingan
]
yafig tiada hentinya dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan

@)
skﬁpsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan

e

- :
umiimnya bagi pembaca.
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g Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta

-
bimbingan dari berbagai pihak baik moril dan materil. Pada kesempatan ini,

o
pegulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

=
1.—Terima kasih yang tiada terhingga penulis hanturkan kepada keluarga tercinta

=
cyakni ayahanda Suwito dan ibunda Rofiah serta Aulia Dwi Rahayu Putri

selaku adik penulis dan Dimas Awalludin Al Fahri selaku adik penulis, yang

selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat yang tiada hentinya, juga

E)YSNS N

-0 sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.

e

2.< Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan |, Bapak
Dr.Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan Il dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag
sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4.§°Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum

;Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum

+¥]
= Keluarga.

o]
5.§Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Ade Faris Farullah, M.Ag selaku

Al

o Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

ISI

tugas akhir ini.

S jo 43

6. Bapak Henrizal Hadi, Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah
membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalankani

pendidikan di bangku kuliah
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7.L Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

10 ).

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan dan
mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis

jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
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8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan fasilitas belajar berupa buku-buku rujukan dalam penulisan

skripsi ini.
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9.-p Terimakasih kepada Bapak Najamudin, S.H selaku Kepala Kantor Urusan
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< Agama (KUA) dan para Staf Kantor Urusan Agama yang telah yang memberi
izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam
mengumpulkan data pembuatan skripsi
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga H. Jaffar yang telah mendoakan dan
memberi support kepada penulis
11. Terimakasih kepada Sahabat karib sedari kecil Yani dan Asri serta Kos
bahagia Aini,Anggi, Hotma, Mirda, Nadya, Sisi, dan Zulfa. Terimakasih juga

khususnya kepada kak mahar yang telah membersamai perjuangan penulis,
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terimakasih atas canda tawa, cerita dan dukungan yang diberikan kepada

penulis.

12» Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga
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'angkatan 2017 terutama (AH) A yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang
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g Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin

segai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis
m%yadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan,
ba% dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis
mggharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta
kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan

c
pefg;_ulisan ini. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon

jeb)
petanjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah SWT

QD
meridhoi usaha penulis, Aamiin ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Penulis

DELIANA RAHMAH PRATIWI
NIM. 11721200639
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A;

BAB |

PENDAHULUAN

dioyeH @

atar Belakang
Pernikahan merupakan sunnatullah yang ditentukan oleh Allah swt. Bagi

akhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.® Umumnya

S NJN MIlIuLe)

erlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

BY S

umbuhan. la adalah suatu cara yang dipilih Allah swt, sebagai jalan bagi

nakhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT

nely

berfirman :
OO Y ey gl (a3 (1 s K 215590 G (530 A
“Maha suci Allah yang telah menjadikan pasang-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari
apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S Yasin : 36)
0285 BB a3 S o058 8 s
“Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
amu mengingat akan kebesaran Allah”.(Q.S Az-Zariyat : 49)
Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat dan

adis-hadis nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, diantaranya :

I ALU[) DTWEYS] 323§

o5t L lF ok e n SEE_ o -5 28 g JEae oo L qoefi (5380 afy s - %] o& 237 2w oY cefi 2 sull o -
@ asal ey b 3 GPAGA T 8355 A Jaay Ll 1L A0 55 aSuail (33 a1 GIA G adl da

SR

Ag uej[ng jo A3

20

LArisman, Dimensi Magqasid Syari’ah dalam pernikahan, (Yogyakarta: Kalimedia,
),him 137
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“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan

l23eH @

ntukmu isteri-isteri Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

iy ead

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu
asa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat
anda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.?

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk

ENSNENI D Y|

smembiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah

e

gnenjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk
membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai
segi-segi perdata diantaranya yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah
pihak, kebebasan memilih.?

Mewujudkan sebuah pernikahan merupakan satu langkah yang sangat
mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Menurut pendapat jumhur
Eﬁlama, bahwa nikah adalah sunnah. Pernikahan dapat menjadikan hubungan

-

%ntara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang

F—

m - - - - - - - -
Herjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.*

Dalam suatu pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat sah

IRATU(] D

erkawinan, dikarenakan dari rukun dan juga syarat tersebut itulah yang dapat

IS

enentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Dalam hal ini wali

}[1S jo 1%1

2Al-Hamdani,Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam),(Jakarta :Pustaka

Arftani, 2002),him. 2

Tihami, H.M.A dan Sohari sahrani, figh munakahat: kajian figih nikah lengkap ,

S

(Jakarta: Rajawali pers, 2013), him . 6-7.

* Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja

Ie

Grafdindo Persada, 2005), him. 34.
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©
miﬁwerupakan salah satu dari rukun dalam perkawinan, adapun rukun dalam

x’ - -
cperkawinan yaitu:

d

al. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan
. Adanya wali dari pihak perempuan

. Adanya dua orang sanksi

. Sighat akad nikah®

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun dalam

EXSNSANI A ! b

-pernikahan, artinya bahwa wali nikah harus ada dalam pernikahan, tanpa

e

cadanya wali pernikahan tersebut dianggap tidak sah.® Sesuai dari Hadis Nabi
Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut riwayat Tirmidzi

dan lima perawi lainnya yang berbunyi :
el Gl Yl %)

“ tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR Tirmidzi dan

Arbaah)

;U") Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang
:.-bersangkutan, wali yang ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib
&

=imulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab lebih

D

gZuat hubungan darahnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa wali itu adalah ahli

i o

ENaris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Demikian pula wali

w

Laﬁakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada atau

)
neny wisey jiredAgluejng jo

*Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) him.

®Sumiyati. Hukum Perkawinan (Jakarta : PT Grafindo Pustaka . 2005), h. 42
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©
mIWaIi garib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang

o 7
cdibenarkan.

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali

ILw ejd

akim. Bukan kepada wali ab’ad, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang
enghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adolnya

ampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kepada

SNSNIGF !

ali ab’ad. Lain halnya jika adhal-nya karena sebab nyata yang dibenarkan

d B

leh syara, maka tidak disebut adhal seperti wanita yang menikah dengan pria

el

yang tidak sekufu.

Dalam hal berpindahnya hak perwalian kepada wali hakim, hal ini
menjadi kesepakatan ulama. Dasar hukumnya adalah hadits nabi dari Aisyah
menurut riwayat tempat perawi hadits selain Al Nasai, yang mengatakan :

Sl G5Y (a (s Gl o'ai)

“bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi
erempuan yang tidak mempunyai wali. ”

Sedangkan pengertian wali adhal sendiri adalah wali nasab yang tidak

ersedia atau membangkang (manolak) untuk menikahkan putrinya dengan

W) dTLUe]S] 93RS

lasan tertentu dan tanpa adanya alasan yang dapat diterima, padahal putrinya

I

DA

udah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa’ah-nya, baik
gama, budi pekertinya.
Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan

erempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau

Op.Cit, Al-Hamdani , him. 112

nery wisey juedg yping yo £31s
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20

©
miﬁwelarangnya kawin, padahal yang akan mengawininya sudah sekufu

-
sepandan) dan sanggup membayar mas kawin. Dalam hal seperti ini apabila
o

i

awalinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan haknya
%epada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal ini semacam ini hak wali lainnya
;bih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.®

Maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-

ufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya

EXSNS N

Zifu. Larangan bagi wali mengahalangi nikah perempuan yang berada dalam

e

kewaliannya menunjukan pentingnya wali dalam system pernikahan islam.
Wali harus ada dalam sistem perkawinan, sebab jika wali menghalangi
pernikahan orang-orang yang berada dalam kewaliannya Karena walaupun ia
menghalangi nikah tetap bisa dilaksanakan. Analisis ini menunjukan bahwa
nikah tanpa wali tidak sah®

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan

=r=.(-’!fukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskan adanya kedudukan

-

:.-wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkan sebagai rukun dan
&
ssebagian lagi adanya yang menyebutkan syarat Perwalian hanya dijabat oleh
™

gZeIuarga laki-laki dari pengantin wanita. Sementara pejabat negara yang

E}Iitunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan

w

i w

ZAgama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali
=]

aasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.
o

87aeni Asyhadie, Sahruddin, dkk, Hukum Keluarga Islam, Menurut Hukum Positif Di
nesia,(Depok: PT RajaGrafindo Persada,2020),him 119

Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum,(Jakarta: Amzah,
),him . 220

&g uey|
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Wali tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan
_ianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat
enting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali,
_alam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya
ilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut

erkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah,

EXSNSNIN AidW 3digdeH @

Zpencatatan ini sangat penting karena dengan adanya pencatatan dalam sebuah

e

perkawinan tersebut maka suatu perkawinan akan mempunyai suatu kekuatan
hukum. Setelah melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka setelah itu akan diberikan akta nikah
sebagai bukti telah melakukan perkawinan. Dalam Pencatatan Perkawinan

tersebut, instansi yang bertugas dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama

(KUA).20
;U') Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA khusus mencatat
o

;perkawinan bagi mereka beragama islam. KUA ini selalu ada di wilayah setiap
&
tkabupaten yang penduduknya mayoritas islam.*'Keberadaan Kantor Urusan
™
?gama merupakan bagian dari Institusi Pemerintahan Daerah yang bertugas

Enemberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam.

W
Qf(antor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya
(=}

&ang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan
o

?elayanan Bidang Urusan Agama Islam.

19 pMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 32 ayat 1
10p.Cit. Zaeni Asyhadie, Sahruddin, dkk. him 27
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Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA)

em|I|k| tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama

e1di3)eH ©

PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi

anggung jawab seseorang.’? Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal

[a:)1||,LLU

ntuk menjalankan tugasnya.
Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok

antor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kewenangannya adalah melayani

5’>17'§n8 NI

-pelaksanaan nikah atau rujuk. Namun pada kenyataannya, kepala Kantor

el

“Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah
atau rujuk tetapi memudahkan permasalahan wali adhal yang mana tidak diberi
wewenang oleh Negara dalam regulasi yang telah ditentukan. Karena makna
melayani dalam regulasi tersebut masih secara umum dan tidak dijelaskan

secara khusus apakah mediasi dapat diartikan dalam salah satu makna melayani

Di

atau tidak.

;U") Dalam hal kasus wali adhal Kantor Urusan Agama (KUA) tidak
o

m.-memiliki peran khusus yang diatur di dalam peraturan hukum positif di
&

Bndonesm akan tetapi tetap dilakukan di dalam lingkungan masyarakat karena
f')

gial ini sangat membantu menyelesaikan sengketa di dalam rumah tangga
Eblasanya peran ini diambil alih oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dengan
]

Qnelakukan mediasi, pendekatan dan dengan cara musyawarah kekeluargaan.
-

(Saat ini.

=

Y

=)

—

>Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang
mpurnakan, cet.3, (Jakarta: Eska Media,2003) him. 860.
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Studi kasus berlangsung di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

1I3%98H ©

da permasalahan wali adhal pernah terjadi pada KUA tersebut. Adapun

ronologi kasus wali adhal yang terdapat pada Kecamatan Tualang Kabupaten

lhw g3d

iak adalah sebagai berikut :

asus 1
Pada awal bulan Oktober 2019, Niko Panca Putra (29) dan Dika

urwahyuningsih (25) yang sudah mencintai sejak lama ingin melaksanakan

EX3NS NI

pernikahan di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Niko dan Nur

e

gnendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tualang, dengan membawa
berkas — berkas persyaratan nikah, ketika ditanya tentang keberadaan walinya,
Nur menjawab bahwa ayah kandungnya sudah meninggal sejak lama dan
walinya adalah abang kandungnya, tetapi abangnya tidak setuju dan tidak mau
menikahkan adiknya dengan alasan karena abangnya tidak suka dengan calon
suami karena memiliki hubungan yang tidak baik dengan abangnya, dan
“fhereka mempunyai konflik sampai kantor polisi di masa lalu.

Melihat hal ini, maka KUA Kecamatan Tualang sebagai pihak ketiga

Wej[sy aje

alam perkara ini, memiliki 2 tugas utama yakni pertama melakukan mediasi

T

rhadap kedua belah pihak yakni antara wali nasab yang adhal dan juga kedua

AATUQ D

alon mempelai.® Berdasarkan hasil mediasi, ternyata abang dari pihak

A1s

erempuan selaku wali nasab masih tetap dengan keputusannya untuk enggan
enikahkan sang adik dengan pilihannya. Maka selanjutnya pihak KUA

emberikan alternatif atau jalan keluar dari permasalahan ini dengan

_|
nery wisey gwﬁig ugingjo

B\Wawancara dengan bapak Najamudin, S.H, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
ng, pada tanggal 01 Maret 2021, pukul 09.22 WIB
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©
miﬁwengarahkan calon mempelai wanita untuk mengajukan gugatan perkara

-
cperihal wali adhal ke Pengadilan Agama Siak yang berwenang memutuskan
o

aperkara ini.

Tetapi calon pengantin tidak mau untuk melanjutkan gugatan sampai

Arw

cPengadilan dikarenakan biaya yang tidak ada. Dengan segala usaha kepala
i(UA akhirnya abang dari pihak perempuan berjanji akan datang pada saat

c
@ernikahan, namun kepala Kantor Urusan Agama tidak yakin bahwa abangnya

Q;Jakan datang pada saat pernikahan. Karena hal demikian maka kepala KUA
gneminta wakilah atau taukil wali dari abangnya agar dapat dinikahkan oleh
wali hakim. Akhirnya pada tanggal 15 Oktober abangnya mewakilkan
perwalian kepada kepala Kantor Urusan Agama. Dan faktanya abang dari
pihak perempuan tersebut tidak datang ke pernikahan adiknya.
Kasus 2

Pada pertengahan Desember 2019, Asyik (51) dan Hawati (39) ingin
=r?ﬁwendaﬂarkan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang, namun mengenai hal
i-llelengkapan surat — surat untuk mendaftar nikah Wati tidak bisa membuktikan
géahwa ia telah bercerai yang mana ia tidak mampu melampirkan Akta Cerai,
éehingga Kantor Urusan Agama tidak dapat menerima pendaftaran pernikahan
é;edua Wati karena berkas yang tidak lengkap. Dengan demikian, pihak KUA

w

Enenyarankan agar wati mengambil Akta Cerai agar bisa segera diproses

(0]

@endaftaran nikahnya.
Kemudian setelah Wati mengurus Akta Cerainya ia kembali mendaftar

ernikahan keduanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, ketika

neny wisey jrredg uejn
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©
ﬁihak KUA menanyakan perihal siapa yang akan menjadi wali nikahnya Wati

gpenjawab abangnya yang bernama Mat Sahri. Namun ada masalah
-;?pahwasanya Mat Sahri yang merupakan abang kandung satu-satunya Wati
?_e_nggan menjadi wali nikah di pernikahan kedua adiknya tersebut, sehingga
gVati meminta saran kepada pihak KUA untuk membantu menyelesaikan
ﬁerkaranya dengan Mat Sahri.

c
& Salah satu pihak Kantor Urusan Agama pun memanggil Mat Sahri untuk

Q\;Jdatang ke Kantor Urusan Agama, perihal ia enggan menjadi wali nikah
%diknya tersebut, Mat Sahri mengaku tidak berkenan menjadi wali nikah di
pernikahan Wati karena mereka ada masalah harta warisan dan masalah
lainnya.

Dengan demikian dari penjelasan tersebut maka perwakilan Kantor
Urusan Agama (KUA) membantu menyelesaikan dan memberi penjelasan

kepada Mat Sahri agar ia mau menjadi wali pernikahan adiknya. Proses ini

@dak mudah dan membutuhkan beberapa waktu serta beberapa kali pertemuan

2}

=dntuk membujuk Mat Sahri agar mau menjadi wali nikah. melalui proses yang

e[S

=panjang dan usaha dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhasil, maka
™

g&/lat Sahri mau menjadi wali di pernikahan kedua Wati setelah didamaikan

I

frpleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

.

Kasus 3

=4

w Pada akhir April 2020, Nofrianda Fajar (27) dan Rini Hardiyanti (24)
e

Esﬁkan melaksanakan pernikahan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang. Rini

aru selesai menyelesaikan pendidikannya di bidang kebidanan. Selama masa

nery wisey Jieks
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©
ﬁendidikannya, ia memiliki hubungan dengan Fajar. Akibat kurangnya

-
dpengawasan dari orang tua, maka pergaulan mereka melampaui batas sehingga

o
amenyebabkan Rini hamil di luar nikah. untuk menutup aib dan menjaga nama
i)aik keluarga, maka Fajar dan Rini melanjutkan ke pernikahan dan

=
cmendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tualang.

Pada saat pihak KUA bertanya mengenai keberadaan walinya, Rini

NS N

inengatakan bahwa ayahnya tidak setuju dengan pernikahannya karena
jeb)
-ayahnya malu dan marah kepada Fajar dan Rini. Ayahnya menganggap bahwa

&ajar tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi Rini dan keturunannya.
Karena hal itu, Fajar dan Rini meminta permohonan kepada pihak KUA agar
tetap bisa melanjutkan pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, maka pihak
KUA memanggil ayahnya untuk membicarakan tentang ketidaksediaan
ayahnya menjadi wali nikah anaknya.

Setelah melakukan mediasi, ayah dari pihak perempuan tersebut tetap
@dak mau untuk menjadi wali nikah anaknya. Akan tetapi, ayah dari pihak

-

(¢]
=perempuan tersebut meminta pihak KUA untuk menjadi wali nikahnya.

=Kasus 4

-

g Pada awal bulan Februari 2021, Susanto (41) dan Jariah Sidabutar (40),
Enereka sudah saling mencintai dalam waktu yang lama dan ingin
]

I

'elangsungkan pernikahan. Susanto dan Jariah mendaftarkan pernikahan
=]
%ereka di KUA Kecamatan Tualang, dengan membawa berkas — berkas
o
?ersyaratan untuk menikah. Akan tetapi, ketika pihak KUA bertanya tentang

Keberadaan walinya, Jariah menjawab bahwa ayah nya enggan menikahkan

neny wisey jue
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©
miﬁwereka, dibalik adhal nya ayah kandung Jariah adalah karena perbedaan suku

gas dengan calon suami.

E’ Dimana Jariah merupakan seseorang dengan suku Bugis dan sesuai
?_d_engan adat Bugis Jariah harus menikah dengan sesama suku Bugis. Oleh
garena itu, ayah dari pihak perempuan sudah mempunyai calon untuk anaknya

iJariah). sedangkan calon mempelai laki-laki yang dipilih oleh Jariah adalah

n

ﬁuku jawa™. Karena hal tersebut masa pernikahan Jariah diundur sampai dua
Q\;ljgulan disebabkan belum mendapatkan restu dari ayahnya agar dapat menikah
%engan lelaki pilihannya.

Setelah dua bulan diundur ayahnya tetap tidak setuju dan tidak mau
menikahkan anaknya dengan lelaki pilihannya, akhirnya pihak Kantor Urusan

Agama (KUA) melakukan mediasi, setelah melakukan mediasi ayahnya ingin

memberi wakilah kepada KUA untuk menikahkan anaknya.

Kasus 5

;U') Pada pertengahan bulan Februari 2021, Muhammad Disro dan Vivi
i-;)ktariani ingin melaksankan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang, Disro
'ig:j:an Vivi mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tualang dengan
gl‘.hembawa berkas-berkas persyaratan nikah, namun ketika pihak KUA bertanya
_:r{'nengenai keberadaan walinya, Vivi menjawab bahwa ayah kandungnya
E’énggan menikahkannya. Alasan ayah kandungnya enggan menikahkannya

arena pertimbangan orangtua masalah bibit dan bobot dari calon menantu,

517 I A

mana calon menantu tidak sekufu dengan keluarga mereka, pekerjaannya

ta

4 Wawancara dengan bapak Surahmin ( sebagai ayah kandung Juriah Sidabutar), pada
al 3 Maret 2021, pukul 09.00 WIB

nery wisey @iefg u
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©
Eanya karyawan swasta , sedangkan keluarga mereka menginginkan calon yang

-
sederajat untuk anaknya yang sudah PNS.*

1 d

Beberapa kali wali tersebut dipanggil ke KUA untuk dimintai konfirmasi

AW e

etapi tidak mau hadir, dan ayahnya mewakilkan kepada paman calon

erempuan. Melalui proses yang panjang dan dengan segala usaha kepala KUA

SoN IR X!

khirnya pamannya berjanji akan datang pada saat pernikahan, namun kepala

antor Urusan Agama tidak yakin bahwa pamannya akan datang pada saat

exsn

—pernikahan. Akhirnya pada tanggal 18 Februari 2021 pamannya mewakilkan

e

Perwalian kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Dan pada hari pernikahan
pamannya tidak datang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Kantor
Urusan Agama (KUA) melaksanakan mediasi yang belum jelas aturannya
untuk peran Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, penulis sebagai
peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana pernikahan oleh wali hakim
;@engan alasan wali adhal di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

-

~pengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul:

2

PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI

£ drwefs

DHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT : Studi Kasus di KUA

ecamatan Tualang Kabupaten Siak

15 Wawancara dengan bapak Resi Kapur ( sebagai paman Vivi Oktariani), Pada tanggal 3
Maret 2021, pukul 10.30 WIB

neny wisey jrrefg uejng jo &4}919&;11
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o @

B.Batasan Masalah
Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan dalam
enelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar lebih

erarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang

iteliti yaitu Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali adhal Menurut

| kW &3dio e

igh Munakahat : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

SNSN

Cn.ri-'{umusan Masalah
Pl

ol. Bagaimana kasus-kasus pernikahan wali adhal dan cara penyelesaian

- sengketa pernikahan karena wali adhal di KUA Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak?

2. Bagaimana kedudukan KUA sebagai wali hakim dengan alasan wali adhal?

3. Bagaimana tinjauan figh munakahat terhadap pernikahan disebabkan wali

adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

1p

D~ ujuan dan Manfaat Penelitian
. Tujuan Penelitian
a. Bagaimana kasus-kasus pernikahan wali adhal dan cara penyelesaian

sengketa pernikahan karena wali adhal di KUA Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak.

(ox

. Untuk mengetahui kedudukan KUA sebagai wali hakim dengan alasan

wali adhal.

o

Untuk mengetahui tinjauan figh munakahat terhadap pernikahan

disebabkan wali adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

neny wisey jrreAg uejng jo AJISIdATU() dDIWER[SLI}e



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

15

. Manfaat Penelitian
Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan
dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis
maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
a. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam dunia
keilmuan Syari’ah dan Hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam

nelry eysng Nin y!jlw eydio ey @

bidang Hukum Keluarga.
b. Manfaat Secara Praktisi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi
setiap KUA kecamatan khususnya dalam Peran Kepala KUA Dalam

Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal sehingga tidak ada lagi terjadi

kesalahan.

w Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai keperluan Akademis,
% yakni sebagai syarat meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan
g— Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA riau.

=

E.gMetode Penelitian

g Sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka
{ﬂ-engan itu harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan agar tercapai
%juan penelitian skripsi. Penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang

ilewati untuk mencapai pemahaman.®

18Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

nery wisey fiefg ugyn
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Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah :

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (Field
Research), yaitu penyusunan secara langsung pada tempat kejadian yang
berlokasikan di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang kemudian
dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Tualang JL.Datuk Sri Maharaja, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
Adapun alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan lokasi dekat dan
mudah dijangkau, dan di KUA ini ada kasus yang diteliti.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pasangan pengantin berwalikan adhal
di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dan untuk penguatan data,
penulis akan mewawancarai juga Kepala KUA Kecamatan Tualang dan
Penghulu KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus
pernikahan wali adhal dan cara penyelesaian sengketa pernikahan wali

adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
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. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan di
tarik kesimpulannya.'’ Adapun populasi dalam penelitian ini ada 7 orang
yaitu satu kepala KUA, Penghulu dan 5 pasang pengantin dan salah
satunya, satu kasus dimana terdapat kasus wali nasab yakni atas nama
Bapak Agus selaku ayah kandung dari Saudari Vivi yang enggan atau
adhal menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki
pilihan sang anak yakni atas Disro dikarenakan pertimbangan orangtua
mengenai bibit,bobot, calon menantu dimana sang calon menantu bukan
berasal dari keluarga PNS seperti yang diharapkan orang tua pihak

perempuan.

. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat
yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.*®
Pengambilan teknik sampelnya Total Sampling, oleh karena itu penulis
mengambil 7 orang yaitu kepala KUA, penghulu dan 5 pasang yang
dinikahkan oleh wali hakim disebabkan wali Nasab nya enggan atau

adhal menikahkannya.

C

p
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. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan
survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan original.*®
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data mengenai pasangan yang akan
menikah di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang wali

nasabnya enggan /adhal menikahkan kemudian diwakilkan kepada wali

hakim sebagai pengganti wali adhal.

nelry eysng NiN ylw eydido ey @

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan
diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti,
pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak
dipublikasikan.?
c. Sumber Data Tersier
Data yang diperoleh seorang peneliti adalah bahan-bahan yang
memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data
tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan

Ensiklopedia islam.

“Mudrajad Kuncoro,Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti (Jakarta:
09a,2013), him.148.
“Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: BPFE
Yagyakarta, 2009), him.147.
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Teknik Pengumpulan Data
Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :

a. Observasi
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Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan
untuk  menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
pengindraan.?* Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah
observasi partisipan dimana peneliti turun langsung kepada objek
penelitian yaitu mereka yang pernah melangsungkan pernikahan dengan
wali hakim sebagai pengganti wali adhal di KUA Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak.

. Wawancara / Interview

Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber
data maupun pihak KUA sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti.?

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal
ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan
pertanyaan dan perkataannya dapat diubah pada saat wawancara,

disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi dilapangan, Instrument

nery wisey Ew&g ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

2'M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2008), him 115.
223ugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2017),
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Pengumpulan Data, dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala
KUA dan penghulu Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal — hal yang berupa
catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.® Metode ini digunakan
untuk mencatat hal — hal yang dianggap penting atau ada hubungannya
dengan permasalahan yang berkaitan dengan Peran Kepala KUA Dalam
Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal.
d. Studi Pustaka
Studi Pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam
penelitian ini.
Teknik Analisis Data
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah Analisa data
secara deskriftif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan
dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian, maka
penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar
secara utuh dan dapat dipahami secara jelas permasalahan yang diteliti.
Dilihat, dari alasan atau faktor yang melatarbelakangi wali nasab
enggan menikahkan anaknya dalam perkara di KUA Kecamatan Tualang,
alasan yang digunakan tergolong bukanlah alasan yang syar'i. Sebab ayah
selaku wali nasab meilhat bahwa status dan profesi calon menantu tidak

setara atau tidak selevel dengan sang anak. Dimana sang calon menantu

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

2% Op.Cit, Suharsimi Arikumto, Hlm. 231.
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memiliki pekerjaan sebagai Kontraktor, sedangkan sang anak berasal dari
keluarga PNS. Tentu saja alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan
sebab, hal ini termasuk kedalam perbuatan yang dzolim dan hanya
merupakan pendapat pribadi dari ayah pemohon.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim
sebagi pengganti wali adhal, juga dipandang sah oleh Undang-undang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak

perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

undangan.

o

Teknik Penulis Data

a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus.

b. Deskriptif yaitu metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat

;U") dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini diperoleh
; dengan cara observasi, wawancara,dokumentasi dan studi pustaka.

&

B8

F.~Sistematika Penulis

=

E- Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab
(g°]

Qpemiliki sub bab yang menjadi penjelasan dari masing-masing bab tersebut.
<

cSkripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam

enulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran. Adapun uraian pada setiap bab

dalah sebagai berikut :

nery wisey jrreigejmng
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PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar
munculnya permasalahan yang akan diteliti mencangkup Latar
Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, kemudian bab ini diakhiri
dengan Sistematika Penulisan.

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran Umum KUA Kecamatan
Tualang, Letak Geografis, Kondisi Demografis. Kehidupan Sosial
Masyarakat, kondisi keagamaan dan Keadaan Perekonomian.
LANDASAN TEORI

Bab ketiga berisikan landasan teori yang digunakan sebagai sebyek
penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang
tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi
pengertian dari wali nikah secara umum dan dasar-dasar hukum
mengenai wali nikah di ambil dari nash-nash Al-Qur’an dan as-
sunnah, undang-undang serta sumber-sumber lain yang berkaitan
dengan wali nikah, syarat-syarat wali nikah,urutan wali nikah,
macam-macam wali nikah,status kedudukan wali nikah dalam
pernikahan. Kedua membahas tentang pengertian wali adhal
dalam pernikahan,wali adhal menurut Hukum Islam,kedudukan

wali adhal dalam pernikahan.
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Bab keempat berisikan hasil penelitian dilapangan yang meliputi
Kasus-kasus pernikahan wali adhal dan cara penyelesaian sengketa
pernikahan karena wali adhal,Kedudukan KUA sebagai wali hakim
dengan alasan wali adhal, Tinjauan figh munakahat terhadap
Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian pada bab
bab sebelumnya, serta memberi saran dan kritik sebagai evaluasi

pernikahan disebabkan wali adhal di KUA Kecamatan Tualang.

KESIMPULAN DAN SARAN
dari penulis dalam penelitian ini.

AB IV : HASIL PENELITIAN

ABV :

© PMak cipta milik UIN Sufka Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_ ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

A;

©

I BAB Il

{ah]

-

o GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN
=

jeb)

-Kecamatan Tualang

Tualang merupakan nama dari salah satu Kecamatan yang ada di

abupaten Siak,Riau, Indonesia. Sebuah Kecamatan kecil bernama Tualang

NAN 31!

ni, lebih dikenal dengan sebutan ““ Perawang”. Perawang disebut sebagai kota
ndustri yang terletak di pinggir Sungai Siak. Karena banyaknya pabrik yang

odibangun di pinggir sungai yang ada di daerah ini, menyebabkan banyak

Ny BYSRS

penduduk yang merantau ke daerah ini,yang datang dari berbagai daerah. Oleh
karenanya, Perawang yang merupakan sebutan bagi Kecamatan Tualang ini,
menjadi kecamatan terbanyak penduduknya di Kabupaten Siak.

Tualang terletak antara 0° 32” - 0° 51° Lintang Utara dan 101° 28” - 101°
52’ Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 — 5 dpl dengan suhu
mudara berkisar 22°C. Wilayah Tualang seperti wilayah pada umumnya yang
%da di wilayah Kabupaten Siak lainnya yang terdiri dari dataran rendah dengan
?;;truktur tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning

B

~dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk
=
Eanah rawa-rawa atau tanah basah. Bentuk wilayahnya 75% datar sampai
(g°]
.?Qergelombang dan 25% bergelombang sampai berbukit.**Letaknya lebih

]
ckurang 1 jam menuju lbukota Provinsi (Pekanbaru) dan 1,5 jam menuju

24 Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

24
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©
milbukota Kabupaten (Siak Sri Indrapura). Wilayah lain yang berbatasan sebagai

=
c_b_erikut:
o

aoebelah Utara : Kecamatan Mandau

?_S_ebelah Selatan  :Kecamatan Kerinci Kanan dan Kota Pekanbaru
gebelah Barat : Kecamatan Minas

§ebelah Timur : Kecamatan Sei. Mandau dan Koto Gasib.

‘E_ Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri
Q;;;)engolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan
gidak saja bagi Tualang sendiri, tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten
Siak. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika daerah ini dinamakan sebagai
daerah industri.

Di Tualang terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak

grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di
Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat

?erawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX dan IKPP yang sangat

léIEISI Ehl

embantu pertumbuhan ekonomi yang besar di desa Perawang. Hingga saat ini

T

ertumbuhan Perawang dapat dikatakan berkembang dengan baik ditandai

engan banyaknya pembangunan yang semakin merata. Masyarakat Perawang

ISIRATUG D

Bebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku dan agama. Jumlah

(0]

@enduduk di Perawang adalah 124.817 jiwa dengan perincian :

neny wisey jraedg uejn
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau StatePslathic ¥niversity ofBul@n Syarif Kasim Riau
“ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_u__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ﬁf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1) _ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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©

£ Sarana ibadah seperti Masjid, Mushallah, Gereja, Vihara dan Pure yang

G

cada di kecamatan Tualang meliputi :

=

® Tabel 2.2

= Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tualang

—| No | Kampung/Kelurahan Masjid | Mushallah | Vihara | Gereja

=

=

=| 01. | Maredan 7 - - -

w

c

i 02. | Tualang 10 14 1 6

jeb)

A -

= 03. | Pinang Sebatang 3 4 - 1

c
04. | Maredan Barat 3 3 - 1
05. | Pinang Sebatang Barat | 7 4 - 1
06. | Pinang Sebatang Timur | 6 4 - 11
07. | Perawang Barat 20 4 - 10

w

= | 08. | Perawang 28 14 1 3

o

@ _

& 09. | Tualang Timur 7 3 - 5

B8

-

g Jumlah 91 50 2 38

E-

& Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

o
3o

KUA

neny wisey jrredg uejrng

Tualang

. Sejarah KUA Kecamatan Tualang

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan sebuah instansi Departemen

Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen
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Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah
Kecamatan. Salah satu KUA yang ada di Kabupaten Siak adalah KUA
(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak beralamat di
JL. Datuk Sri Maharaja, Tualang, Siak Sri Indrapura.

Pada tahun 2004 dibentuklah KUA Kecamatan Tualang. Bersamaan
dengan dibentuknya KUA ini, Kementerian Agama Kabupaten Siak
membentuk pula KUA Kecamatan Bunga Raya, Kerinci Kanan, Dayun dan

Sungai Mandau.®Ada enam periode kepemimpinan dari awal berdirinya

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

KUA Tualang sampai saat ini, yaitu:

a. Periode pertama dikepalai oleh H. Mukhlis, yang menjabat dari tahun
2004 sampai 2009

b. Periode kedua dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari
tahun 2009 sampai 2011

c. Periode ketiga dikepalai oleh H. Sabri, S. Ag yang menjabat tahun 2011

d. Periode keempat dikepalai oleh Dr. H. Sahrizul yang menjabat dari tahun
2011 sampai 2013

e. Periode kelima dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari
tahun 2013 sampai 2019

f. Periode keenam dikepalai oleh Najamudin,S.H yang menjabat sebagai

Kepala Kantor Urusan Agama dari tahun 2019 sampai saat ini.

AS uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d}¥}S

»Najamudin, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang), Wawancara tanggal
20/ April 2021

neny wisey jgie
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. Struktur Organisasi
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Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

(PMA NOMOR 34 TAHUN 2016)

KEPALA

d Kelompok Jabatan
J  Fungsional Tertentu

NAJAMUDIN, S.H

NIP 198010102009011020
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Pengelola Bahan Administrasi
Kepenghuluan

Pengelola Kegiatan Hari
Besar Keagamaan

FARIDA HANIM, S.TH.I

NIP 198004072005012003

MISYUNI, S.Ag

NIP 197305312009012001
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Visi dan Misi
Visi:

Terciptanya masyarakat muslim kecamatan Tualang yang taat dalam
menjalankan syariat Islam dan aturan perundang-undangan Negara Republik
Indonesia.

Misi:

a. Meningkatkan pelayanan terhadap pencatatan nikah dan rujuk

b. Meningkatkan pembinaan dakwah dan pendidikan bagi masyarakat

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan
pernikahan yang di luar peraturan dan Undang-undang yang berlaku di
Indonesia, dengan jalan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat

dan petugas.

d. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat, penyuluh dan pembantu

PPN di Kecamatan.
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BAB Il
LANDASAN TEORI
ali Dalam Pernikahan
Pengertian Wali Nikah

Wali dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya adalah
memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang,
dan dalam perkawinan wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam
perkawinan. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau
memberi izin pernikahannya, wali dapat langsung melaksanakan akad nikah
itu atau mewakilkan kepada orang lain, yang bertindak sebagai wali adalah
sebagian orang yang laki-laki yang memenuhi syarat agama, seperti islam.
Baligh, dan cakap.?

Wali juga berupa suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan
kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang
umum dan yang khusus. Yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia
dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia,
yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Menurut Amin wali dalam literatur figh Islam disebut dengan
AlWalayah atau Al-Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut
addilalah. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al

mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan

(2]
nery wisey jireg uejyng jo A31sIaATu) dTWE[S] )L}

Djamaan Nur, figh munakahat,(Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS),1993), him.

31
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atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai
kekuasaan untuk mengurus sesuatu.

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan
yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak
dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan
mempelai wanita kepada penghulu.?® Berdasarkan hal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah
wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang
mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak
mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh
melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang
lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan
seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang
melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikah nya batal.
Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli figh. Namun para ulama

13

penganut madzhab Hanafi mengemukakan seorang wanita boleh

melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad
seperti jual beli, ijarah (sewa- menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”.*®
Sedangkan menurut beberapa ulama mazhab pengertian wali berbeda

beda yakni :

neny wisey jrredAg uejing jo AJISIdAIuU) dDTWe[S] 33e)S

2" Muhammad Amin Suma, Op.Cit, hml. 134.
28 Abdullah Kelib , Hukum Islam , (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), hml. 11
#Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hml. 48 49.
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a. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa telah sepakat
bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali
maka pernikahan tidak sah. Imam syafi'i dan Imam Hambali bahwa akad
nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa
atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akalnya ataupun tidak.
Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu
perkawinan dan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali .

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita,
Imam Syafi“i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak
adalah wali agrab (dekat) kemudian wali ab'ad (jauh), jika tidak ada
maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim).
Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari
asjabah sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan

ibunya.®

. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus

dipenuhi dalam suatu perkawinan.®

Menurut Imam Hanafi seorang
wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya tidak dapat melangsungkan
akad perkawinannya tanpa adanya wali. Terkait dengan posisi wali yang
berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali

nasab. Menurutnya, yang mempunyai hak ijbar adalah semuanya bukan

Agluej[ng jo A31SIdATU) dDTUIR]S] d)¥}S
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*®Masykur A.B, Figih Lima Mazhab Cet VII, (Jakarta: Lentera, 2001), him. 345.
$!|dris Ramulu, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama
akat,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006),him. 5
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hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah
perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya “wali nikah
dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya'*? Secara etimologis
wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa, wali mempunyai
banyak arti, antara lain :

a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi kewajiban
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)

c. Orang shaleh (suci) penyebar agama.

d. Kepala pemerintah dan sebagainya. *

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks
kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai
dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah
wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup
bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang
lain.

Dasar- Dasar Hukum Wali Nikah
Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada

orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah

R

nery wisey guez(g ue}[ng Jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

2K ompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), him. 14.
%*Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, (Jakarta:
ali Pers, 2009) him.89-90
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orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad
nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak
perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun maka
nikah tidak sah tanpa wali.Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat dan
rukun pernikahan adalah firman Allah SWT.

a. Berdasarkan Al-Qur’an
Dasar hukum wali terdapat di dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat
132

B0 24385 a1 18 0 Rl Rslie Gl e LAl 1,483
Gl s 5" alind e
“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan
orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang
laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka
miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan
Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur

[24]: 32).
Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber

pada Al-Qur’an dan al-Hadist yakni Surat Al-Bagarah (2) ayat : 232
P 1305 13) eyl (A% of B shits 38 Flal s SN il 13

sj;stJj})xAjo y. "‘{_}
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"maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf.....” (OS Al Bagarah : 232)

Makna al-‘adhal (dalam ayat di atas) ialah menolak untuk
menikahkan wanita dengan orang yang sekufu’ dengannya jika dia
memintanya, dan masing-masing dari keduanya menginginkan
pasangannya.

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh
suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan
suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di
kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam
ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (asbab an-
nuzul ), adalah riwayat Ma’qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-
halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak
mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan

itu ada pada diri saudara wanitanya.*

. Berdasarkan Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya

menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi :

ROt ot~ 23 2 i L E7F A . ¥ ¥ . T o0 -

A5Y)
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AL HAMDANI, Op.Cit. him. 121



nvrd visns NIn
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

37

“Dari Abu Musa dari ayahnya r.a berkata :@ Rasulullah SAW
bersabdah : tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali 35

Dalam lafaz lain :
2 JR Gl G sy

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan pengusaha

adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”
Dalam lafaz lain :
3) el ALK (Il ALK (b LA Ll o3 ik EaKisinal W
& LRl 1558580 )y den 8 G AL Ly Sl G gy JA3 ()8
A Y b
“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika
seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar,
sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-
lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa

(wanita) yang tidak mempunyai wali =36

Sabdah Rasulullah SAW :

vt K

8)  E5 D o LB (e e 0 £ 308 Y Gl dadl £33 Y
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$Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
tbah,Nikah, dan Talak, (Jakarta : AMZAH,2009),him. 101

36Muhalmmad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih Dari
Sunan Tirmidzi,(Jakarta: Pustaka Azzam,2002),him 861
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“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula
wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinah yang
menikahkan dirinya sendiri il

Dari ‘Urwah bin az-Zubair, bahwa ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma,
isteri Nabi Shallallahu ‘alathi wa sallam mengabarkan kepadanya:
“Pernikahan pada masa Jahiliyah ada empat macam. Di antaranya seperti
pernikahan manusia pada zaman ini; seorang lelaki meminang kepada
lelaki lain wanita yang berada di bawah perwaliannya atau puterinya, lalu

b

memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya...” hingga
pernyataannya: “Tatkala Nabi SWT diutus dengan membawa kebenaran,
beliau menghancurkan semua pernikahan Jahiliyyah, kecuali bentuk

pernikahan pada saat ini”.

. Berdasarkan hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya
Pasal 20
1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2) Wali nikah terdiri dari:

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S
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a. Wali nasab
b. Wali hakim
Pasal 21
1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tindakanya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah,
kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-
laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan
calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka
yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada
kerabat yang hanya seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni

sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah,
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mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna
wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjasi wali sudah
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
Pasal 23
1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama

tentang wali tersebut.®

. Syarat - Syarat Wali Nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau
wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Ketika seseorang bertindak
menjadi wali harus memenuhi syaratsyarat tertentu, Wali hendaknya
seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

a. Islam, Menurut mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali berpendapat seorang
kafir tidak dapat mengawinkan perempuan muslimah dan begitu juga

sebaliknya. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir

neny wisey jiedAg uejing jo AJISIdATU) dDTWER[S] }e3§
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perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang

muslim.

. Baligh, Baligh berarti sampai atau cukup umur atau dewasa.anak —anak

yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali meskipun ia memiliki hak

perwalian terhadap seorang wanita.

. Berakal, Bukan orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal),

mabuk dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat

kerentanan atau gangguan pada akal.

. Merdeka, Yaitu bukan budak karena dia sibuk untuk melayani tamunya,

maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang

lain.

. Laki-laki, seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal

ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang melindungi sang
wanita dan hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini
yang artinya :

“ wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula

wanita menikahkan dirinya sendiri, sebab, hanya pezinah yang

menikahkan dirinya sendiri.”

. Tidak sedang ihram haji atau umrah, Seseorang yang sedang

melaksanakan ihram dalam ibadah haji maupun umrah tidak bisa menjadi
wali dalam pernikahan dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji
ataupun umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang

selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum islam.
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Hal ini sesuai dengan mazhab syafi'i yang dianut oleh masyarakat
Indonesia pada umumnya.Sementara pada mazhab hanafi menyebutkan
bahwa ihram tidaklah menjadi penghalang seseorang untuk
melaksanakan haknya sebagai wali nikah.

g. Adil Seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan
apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak seperti halnya
untuk mencegah pernikahan sedarah.Wali harus dapat bersikap adil pada
wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan
pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita.Orang yang
memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh dalam agama,
akhlak dan harga diri.

Perkawinan tanpa adanya wali tidak sah, berdasarkan sabdah Nabi

SAW :

BENELS

“tidak sah perkawinan tanpa wali”

Dalam lafaz lain :

G (Ll AR (Il AR (Il GAIKE G2 oY) iy Gia&isl
G5 Y G {5 s 1558550 )5 el o ATl Ly Dl (g gy a3
4]
“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika
seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar,

sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta
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(tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita)
vang tidak mempunyai wali”

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan adalah perempuan
yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya
sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan malik
berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan,
bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapatkan wal, bagaimana
mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka
sendiri tidak mampu.®* Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali
diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali
itu harus beragama Islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali
tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot
atau bodoh.

Mayoritas fugaha berpendapat, bahwa perwalian ini dapat diterapkan
kepada siapa saja yang hendak menikah dan ia tidak dapat memilih
pasangan yang cocok, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka sepakat
untuk terlebih dahulu menetapkan makna dari kata kecil.*°

Terdapat enam macam wali nikah dalam perkawinan yaitu: wali
nasab, wali hakim, (sultan), wali tahkim dan wali maula, wali mujbir atau

wali adhal.

IN
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Urutan Wali Nikah
Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada
dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi
kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama fikih.
Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Asy-Syafi’l, Ats-Tsauri dan Al-
Laits bin Sa’ad berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashabah,
bukan paman, bukan saudara seibu dan bukan Dzawil arham lainnya.
Pendapat imam Syafi’l pernikahan seorang perempuan tidak sah
kecuali apabila dinikahkan oleh wali agrab (dekat). Kalau tidak ada wali
agrab maka dinikahkan oleh wali ab’ad (jauh), kalau tidak ada maka
dinikahkan oleh pengusaha (' wali hakim) dan urutannya sebagai berikut :
a. Ayah
b. Kakek
c. Saudara laki-laki sekandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
g. Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)
h. Paman seyah
i. Anak laki-laki dari paman sekandung
J. Anak laki-laki dari paman seayah

k. Hakim*
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Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang

lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan

berikut:

a. Menurut Hanafiyah

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Anak, cucu ke bawah,

Ayah, kakek ke atas,

Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah,
Paman kandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah,
Orang yang memerdekakan,

Kerabat lainnya (al-usbah al-nasabiyah), dan

Sultan atau wakilnya.*

b. Menurut Malikiyah

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Anak, cucu ke bawah

Ayah

Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak
saudara seayah

Kakek,

Paman seayah, anak paman seayah,

Paman kakek, anak paman kakek,

Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya,

Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga aqil

baligh.

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S
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9) Hakim.

10) Semua muslim (jika urutan diatas tidak ada)

. Menurut Syafi’iyah

1) Ayah

2) kakek

3) Saudara laki-laki sekandung,

4) Saudara laki-laki seayah,

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6) Anak laki-laki dari saudara laki —laki seayah

7) Paman kandung

8) Anak laki-laki dari paman sekandung

9) Anak laki-laki dari paman seayah

10) Hakim

. Menurut Hanabilah

1) Ayah

2) Kakek ke atas,

3) Anak, cucu ke bawah,

4) Saudara kandung

5) Saudara seayah

6) Anak saudara ke bawah,

7) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah
8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah.

9) Orang yang memerdekakan; dan

46
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10) Hakim.*®
. Macam-Macam Wali Nikah
Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan
tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan
tersebut tidak sah. Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali
hakim, wali muhakkam.**
a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah orang —orang yang terdiri dari keluarga calon

nery eysng Nin y!lw eldigdeH @

mempelai wanita yang berhak menjadi wali, adapun urutan wali nasab

adalah sebagai berikut :

1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria
murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung
dengan wanita) yaitu : ayah, kakek, dan seterusnya keatas.*’

2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu :
saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan
laki-laki mereka.

3) Pria dari keturunan ayahnya dalam garis pria murni yaitu : saudara
laki-laki kandung ayah, saudara seayah, anak saudara kandung dari
ayah dan seterusnya kebawah.

4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

dan keturunan laki-laki mereka.

** Ibid, him. 13

*Departemen Agama RI,Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),( Jakarta : Dirjen
s Islam & Urusan Haji, 2003), him. 24

**Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003),hlm. 110
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Apabila wali diatas tidak beragama islam sedangkan calon
mempelai beragama islam atau wali-walinya tersebut belum baligh, atau
belum berakal datau rusak pikiran atau bisu yang tidak bisa diajak bicara
dengan isyarat dan tidak bisa menulis , maka hak menjadi wali pindah
kepada wali berikutnya.

Contohnya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai
ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya belum baligh dan tidak
mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan)
maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah
(paman).*

Wali nasab terbagi menjadi dua :

1) Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu wali nasab yang berhak memaksakan
kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa
meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki
wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Dalam hal ini ulama Syafi“iyah
membatasi bahwa hak ijbar hanya dimiliki Ayah dan kakek. Ulama
Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah
dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk dzawil
arham.

Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah

dan kakek tetapi semuanya memiliki hak ijbar, selama yang

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S
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dikawinkannya itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak
sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat
menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang
asabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan
ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek.
Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah
sebagai wali adalah kedudukan sebagaimana kedudukan ayah.
Berbeda dengan Ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar
hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali
akrab.*’

Tetapi wali mujbir ini dibatasi beberapa syarat :

a) Mempelai laki-laki harus sekufu(sepadan) dengan mempelali
perempuan.

b) Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai.

¢) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai
perempuan, baik permusuhan jelas maupun terselubung.

d) Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan Yyang

dikawinkan dengan wali yang menikahkan.*®

2) Wali Nasab Biasa

Wali Nasab Biasa Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak

mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau

neny wisey jrredg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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persetujuan dari wanita yang bersangkutan dengan kata lain wali
nasab biasa tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak
ijbar.*

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di
kalangan Ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya
petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam al-Qur“an tidak
membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.
Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Syafi“iyah, Hanabila,
Zahiriyah, dan Syi‘ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok
yaitu :

Pertama, wali dekat atau wali garib yaitu ayah atau kalau tidak
ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang
mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. la dapat
mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa
minta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakharusan meminta
pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah orang yang masih
muda itu tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan.
Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah
untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua, wali jauh atau wali ab’ad yaitu wali dalam garis
keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu,

karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap

20
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“**Hernawati dan Mukhlisin, Menuju Pernikahan Islami (Karanganyar: Genius Komputer,
), him. 35.
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g ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali
; hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun
E’ wali ab 'ad adalah sebagai berikut :
2 a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
g b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
i ¢) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
‘E_ d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
Q;:;; e) Paman Kandung, kalau tidak ada pindah kepada
g f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
h) Anak paman seayah.
i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh mentri agama
atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan
untuk bertindak sebagai wali nikah.*® Apabila tidak ada orang-orang di
atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka
dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Kata-kata hakim dalam
Islam disebut dengan gadhi, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang

diangkat oleh presiden dalam bidang agama termasuk didalamnya nikah,

Iefg uej[ng Jo AJISIdATU) DTWER[S] 3}€)S

%0 Anonymous, Undang-undang Rl Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kd#adpilasi Hukum Islam...hlm. 323
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ruju’, fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-
lain.”*
Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:
1) Tidak ada wali nasab.
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab 'ad.
3) Wali agarab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh
4) Wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5) Wali agrab nyan adhal.
6) Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit).
7) Wali agrabnya sedang ihram.
8) Wali agrabnya sendiri akan menikah.
9) Wali akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak
ada.
Wali hakim tidak berhak menikahkan:
1) Wanita yang belum baligh.
2) Kedua belah pihak tidak sekutu.
3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4) Diluar daerah kekuasaan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987,
yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan.

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

'Spemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Semarang:

PuStaka al-Kautsar, 2004), him. 58
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©
g 3) Wali Tahkim
; Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau
E’ calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon
2 suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat “saya
z angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon
i istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima
“C?':_ dengan senang. .
Q;:;; Wali tahkim terjadi apabila :
g 1) Wali nasab tidak ada.

2) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak

ada walinya.
3) Tidak ada gadhi atau pegawai pecatat nikah, talak dan rujuk (NTR).
4) Wali Maula

AS uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d}¥}S

Wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
Laki-laki bolenh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian
bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud
adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Diceritakan
dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata
kepada Abdurrahman bin Auf, lebih dari seorang yang meminang saya
dengan salah seorang yang engkau sukai, kemudian Abdurrahman
bertanya “ apakah berlaku bagi diri saya?”’ ia menjawab “ ya” “ kalau

begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu.”

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

52Slamet Abiding. H. Aminuddin, Figh Munakahat. Cet ke-1, Jilid 1-2, (Bandung: CV

Pustaka Setia, 1999), him. 91-92.
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Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada
walinya agar menikahkan dirinya sendiri atau dipilih oleh perempuan
yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum
begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri dan
Auza’l, Lais dan Imam Hanafi, Menurut Imam Syafi’l yang
menikahkannya oleh wali hakim atau walinya yang lain, baik
setingkat dengan dia atau lebih jauh, sebab wali termasuk syarat sah
pernikahan. Oleh karena itu, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri

sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

5) Wali Adhal (Menolak atau Enggan)

Wali adhol berasal dari kata adhal menurut bahasa (etimologi)
berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-
halangi. Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang
sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka
dinamakan wali adhol.*®

Apabila wali menolak untuk menikahkan orang yang
diwakilkannya maka ia dinyatakan telah membantah, sedangkan
bantahan adalah perbuatan zalim. Ketika kezaliman itu terbukti maka
sang perempuan dapat mengajukan tuntutan kepada hakim untuk
menghapus kezaliman.

Pada kondisi seperti ini, seorang hakim boleh memerintahkan

walinya tersebut untuk menikahkannya, apabila dituruti maka

H
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5% Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Cet. | (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
e, 1993), h. 1339
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demikianlah yang terbaik, dan apabila ia menolak maka hakim boleh
menikahkannya sebagai penggantinya.>*
Status Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah
lama dibicarakan oleh para ahli hukum islam, terutama tentang kedudukan
wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum islam mengatakan
bahwa perkawinan yang dilaksankan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak
sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu
rukun yang harus dipenuhi. >

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai
orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula
sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan
tersebut.

Sayyid Sabig dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan
suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai
dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang
umum vyaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah
berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali
terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.Imam Malik
ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan

bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan

K
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Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
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seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya
seorang gadis menunjukkan persetujuannya.

Dalam pandangan ulama Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah
tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara
mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan
boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, lbnu
Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi
syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik
berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya
nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya’bi dan Azzuhri berpendapat
apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang
calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu

Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali.

ali Adhal Dalam Pernikahan

Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Kata ‘adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab
Jume - Jimny — Slme Wali ‘adal adalah wali yang tidak bisa menikahkan
wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya,
sedangkan  masing-masing pihak  menginginkan  pernikahan itu

dilaksanakan.

19

),
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Seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan haruslah
dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak
dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah
sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak
melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan
pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu,
sehingga wali nasab akan menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya
menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Hukum
Islam dan Perundang-Undangan Perkawinan yang berlaku.>

Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang
apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau
karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek
akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat
dinasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali agrab adalah yang berhak
menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga
kepada hakim sekalipun.

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada
wali hakim. Bukan kepada wali ab’ad, karena adhal adalah dzolim
sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzolim adalah hakim, tapi jika
adholnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasig maka perwaliaannya

pindah ke wali ab’ad.Lain halnya jika adholnya karena sebab nyata yang di
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benarkan oleh syara’ maka tidak di sebut adhal, seperti wanita yang
menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah maharnya di bawah mitsil,
atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang
pertama.”®

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang
dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya
karena telah mengenal kafa’ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang
enggan menikahkan ini dinamakan wali adhal yang zalim.

Dalam Islam hubungan anak dan orang tua harus terjaga dengan baik,
sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat : 23

3 Gbial sl e Gals )™ty cialillys o) 31 15385 YT &, (2ad

e S Y38 L by L 8 ¥ al T 0 36 L is

“Dan  Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"
dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka

perkataan yang mulia”

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi seorang anak berkata buruk

atau bertindak buruk terhadap orang tua, agar hubungan itu tetap terjaga
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dengan baik. Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan
haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya
(anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah
sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak
melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.*®

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan
pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu,
sehingga wali nasab akan menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya
menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Hukum
Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini wali
dilarang adhal menikahkan anaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam
surat al-Bagarah ayat : 232

Boadiol G of h slaas M6 ST (518 SlaN AL 135

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya”

Sebagaimana kita ketahui, Jumhur fugaha sependapat bahwa bagi
perempuan yang hendak melaksanakan akad pernikahan harus ada wali
nasab, karena wali merupakan rukun dan ia yang melaksanakan ijab akad
nikah sehingga tanpa kehadiran wali nasab, pernikahan dianggap tidak sah.
Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak

menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab

A
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Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, ( Jakarta: PT. HIDAKARYA

NG,1979),him. 24
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apabila wali nasab tidak ada atau wali ghaib maka perwalian akan pindah ke
tangan wali hakim, demi tetap adanya wali yang merupakan rukun, sehingga
pernikahan dianggap sah.

Jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang satu derajat
misalnya saudara laki-laki atau paman, maka disunnahkan baginya
mengedepankan orang yang paling tua dari mereka, yang paling pintar dan
yang paling memahami agama. Jika ada salah seorang dari para wali
menikahkannya dengan seizin dari wanita yang dinikahkan tanpa izin dari
para walinya, maka pernikahan itu sah, meskipun wali tersebut yang paling
muda dari mereka. Dan jika ada dua wali yang menikahkannya, maka yang
sah adalah wali yang paling awal, karena akad nikah yang diselenggarakan
oleh wali yang kedua tidak sah, meskipun masing-masing wali berada dalam
satu derajat.*

Menurut jumhur ulama, wali adalah orang dari kerabat ashabah
(keturunan dari garis laki-laki/bapak) yang paling dekat. Makan ini tidak
dikhususkan pada ashabah saja, dan dzawil arham, misalnya anak laki-laki
dari anak perempuan.®* Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas,
yaitu pertama pertengkaran di antara para wali membatalkan perwalian
mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada. Kedua jika mereka tidak
ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila :
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a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu
dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik
penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya
maupun tidak.

b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan
dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya
supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Para ulama sepakat, bahwa untuk kriteria wali adhal setidaknya ada
dua syarat yang dapat dipenuhinya, di antaranya adalah : lelaki yang
melamarnya adalah sekufu, dan sanggup membayar mahar mitsil. Mengenai
kesepakatan ulama di atas, pernah diungkapkan oleh Ibnu Rusydi di dalam
kitabnya “bidayatul mujtahid”’dalam keterangan: Para ulama sepakat bahwa
tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari
kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan
mahar mitsilnya.

Adapun perspektif wali adhol menurut empat mazhab dapat diuraikan
dalam penjelasan berikut ini :

a. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terutama sekali pada ulama™ nya ada
kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali
»»-adhal ini dengan Mazhab Syafi“i, dalam pendapatnya dalam kalangan

maliki menyatakan yang artinya:
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“Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan,
menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi
pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali
vang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk
melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk
mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk
akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan
tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang
untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim
bertindak untuk mengawinkannya e

Dalam keterangan lain dijelaskan :

“Sesungguhnya seorang wali di nyatakan ,,,,adhal itu manakala
telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud
mencegah/melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk
menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukan bahwasanya ia
.»adhal, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan
wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia
terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud
merusak dengan sekali saja, hakim memerintah utuk mengawinkannya,
dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakim lah yang

mengawinkan"

D
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b. Menurut Mazhab Hambali

Di dalam Mazhab Hambali di ceritakan tentang Ahmad bin Hambal
bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhal ini. di
satu riwayat, bahwa wali yang adhal terutama yang adhal itu adalah wali
agrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab’ad
baru berpindah kepada wali hakim. Namun secara umum kesimpulannya
masalah wali adhal dalam mazhab Hambali cenderung dengan
menggunakan hakim.

Menurut Mazhab Hambali ketika terdapat wali yang mencegah atau
yang enggan terhadap anak perempuannya yang masih kecil untuk
menikah dengan laki-laki sekufu dan dengan mahar mitsil, maka
perwalian tidak pindah kepada wali hakim selagi masih ada wali lain
yaitu wali ab’ad.®®

Menurut mazhab hambali pun ada diantara ulama yang cenderung
berpendapat lain. vyaitu Ibnu Qudamah, dalam menyampaikan
pendapatnya mengenai wali adhal beliau cenderung untuk upayanya
penyelesaian wali adhal, dengan beberapa pertimbangan terutama
berdasarkan petunjuk hadits Aisyah RA, tidak melepaskan keterlibatan
seluruh wali (dari wali aqrab) yang ada. Jadi jika terjadi ke adhalan pada
diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali agrab) maka

untuk perwaliannya digantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh
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(ab’ad), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya

baru pindah ke wali hakim.

. Menurut Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab hanafi juga telah di dapati keterangan mengenai
wali adhol tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat
diungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama“mazhab tersebut.
Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama“
Madzhab Hanafi adalah wali agrab yang melakukan pencegahan terhadap
maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan
membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaianya di sebut sama halnya
dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di
datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali

hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad.

. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi’l berkaitan dengan wali adhal maka
melibatkan seorang hakim, maksudnya hakimlah yang memproses dan
mengusut ke adhalan wali dan mengusahakan dan mengantisipati
permasalahan tersebut. Hal tersebut dilakukan tentunya setelah adanya
laporan pengajuan dari pihak wanita. Namun demikian imam Syafi’l
dalam keterangan lain menjelaskan bahwa pergantian wali kepada hakim
terjadi manakala yang adhal adalah wali agrab, sedangkan wali yang lain
tidak bisa menggantikan. Maka wali hakimlah yang mengawinkan atau

mewakilkan kepada orang lain.®*
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Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal tampak
pada ulasan seorang ulama dari mazhab syafi’l , yakni Imam Jalaluddin
al Mahalli dalam satu kitabnya ”Sarh Minhajut Thalibin”, yang antara
lain menerangkan:

“Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu
adhal adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata
menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang
menjadi maulanya) berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga
ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini
bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia
mengawinkannya. tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal
akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka
nyatalah ia sebagai wali adhal

Keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali adhal berikut
upaya awal untuk mengantisipasinya, namun demikian bila dipahami,
bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali
dari adhal nya (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad
perkawinan.

Imam Syafi“i menjelaskan bahwa perpindahan wali/pergantian wali
atas diri wali adhal kepada hakim. Ini terjadi manakala yang adhol itu
dari wali dekat (akrab). Sedang wali yang lain yaitu wali yang (ab 'ad)
tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditangguhkan, karena
hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Lebih jauh

dijelaskan oleh beliau melalui keterangan:
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"Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan
melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan
perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi
hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini
setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Di antaranya hakim
berhak mempertanyakan mengenai wali (yang ,,adhal tersebut), kalau
saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar.

Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah
membenarkan laporan tersebut) maka hakim (memerintahkan) untuk
mendatangkan wali yang lebih dekat (wali akrab) dan kerabat lain dari
keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan : apakah kamu sekalian
berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?, kalau saja mereka
menjawab berkeberatan maka hakim harus memandang kalau saja bagi
si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah
rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka
untuk mengawinkannya.

Dan kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih
dahulu), hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena
kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang
untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka
hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi."

Dan rincian diatas kesemuanya itu cenderung melibatkan hakim dalam

menyelesaikan masalah wali adhal sehingga wali yang bersangkutan
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menarik kembali taubat dari adhalnya. Hal tersebut merupakan cerminan

sejarah wali adhal muncul dimasa Rasulullah yaitu Ma’qil Ibnu Yasar.

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai wali adhal diatur dengan
peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 sebagai
berikut :

- Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi
calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

- Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia
atau diluar wilayah extra-teritorial ternyata tidak mempunyai wali nasab
yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau
berhalangan atau adhal,maka nikahnya hanya dapat dilangsungkan oleh
wali hakim.

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku pegawai selaku
Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim di wilayahnya.
Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas
nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi
kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/ Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.®
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Berdasarkan Peraturan Menteri No.2 Tahun 1987 tersebut, maka
penetapan adhalnya wali harus melalui sidang Pengadilan Agama, jika tidak
maka ke adhalan nya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali adhal.
Kedudukan Wali Adhal Dalam Pernikahan

Wali secara bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan
secara istilah, fugaha memiliki makna kemampuan untuk langsung
bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang atau kekuasaan
yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan
sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Orang yang
melaksanakan akad ini dinamakan wali.®®

Berdasarkan pasal 50 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan dalam Pasal 51 huruf (a)
menyatakan bawah wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang
menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat
wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Dalam huruf (b)
dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut
atau orang lain yang sudah dewasa berpikiraan sehat, adil, jujur dan
berkelakuan baik.®’

Seorang perempuan Yyang hendak menikah disyaratkan harus

menghadirkan wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut Hukum

In
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% \Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk)(Jakarta: Gema

ni, 2011), him. 178.

®’Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), him 90
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Islam atau nikahnya tidak sah. Dari hadis Rasulullah SAW yang lain

Riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasullullah, bahwa:

a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan
pula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqutni),
diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah).

c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal,
batal, batal, tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasullullah SAW
untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan
(berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah)

Akibat Hukum yang timbul dari wali adhal adalah berpindahnya
kewalian dari wali nasab kepada wali hakim. Setelah dilaksankan akad

nikah oleh wali hakim maka perkawinannya sah.
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o PENUTUP
=
AgKesimpulan
=
= Berdasarkan uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab
=
cni penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang kiranya
ﬁapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penulis sendiri. Adapun
c
kaesimpulannya sebagai berikut :
jeb)
-4. Dalam hal adhal nya wali, perwalian dapat pindah ke tangan hakim yang

nei
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dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhal nya wali
dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan
penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh
pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia
dianggap tidak adhol menghalangi. Pernikahan yang dilaksanakan dengan
menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol, juga dipandang sah
olen Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan.

Perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan
adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Tualang, dilakukan melalui jalan
mediasi antara wali nasab dengan calon mempelai perempuan yang berakhir
dengan wakilah kepada KUA untuk menjadi wali.

Berdasarkan kedudukan KUA dalam penyelesaian kasus wali adhal

menurut para Imam mazhab, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

92
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Imam Syafii berpendapat penyelesaian wali adhal dilakukan oleh seorang
penguasa (hakim) sebagai penengah, Imam Hanafi berpendapat
penyelesaian wali adhal dilakukan oleh wali agrab sebagai penegah tidak
langsung kepada wali hakim, Imam Hambali berpendapat penyelesaian wali
yang adhal dilakukan oleh wali ab’ad terdahulu baru kemudian berpindah
ke wali hakim, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa penyelesaian
wali adhal dilakukan oleh seorang penguasa (hakim) sebagai penengah.

Dalam tinjauan figih munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya,
dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak
perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh shar’i. Dalam hal ini wali
hakim sebagai wali nikah merupakan pengganti (bukan wakil) dari wali

nasab, dan wali hakim merupakan wali nikah karena darurat.

B. Saran

neny wisey jrreAg uejpys Jo AJISIdAJ ) dDTWe[S] 3)e)S, .

Kepada pihak KUA seharusnya memperhatikan dan tata aturan yang
berlaku, sehingga dalam pelaksanakan akad pernikahan tidak terjadi
pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang
berlaku

Kepada pihak calon mempelai perempuan seharusnya meminta izin dan
persetujuan dari wali nasab. karena wali nasab merupakan pemegang peran
sah dan tidaknya akad nikah.

Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat adhal atau enggan menikahkan
anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturrahmi

dengan orang tua dan keluarga.
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PEDOMAN WAWANCARA

ancara dengan bapak kepala KUA dan Penghulu KUA

& ieH 0

-
SLEL

Apa yang di maksud dengan wali adhal ?

§|||

agalmana praktek pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali adhal

pakah KUA memiliki peran khusus dalam menyelesaikan kasus wali adhal

w
S NIN

ﬁang terjadi di Kecamatan Tualang ?

b

4.‘%\pakah ada upaya mediasi yang dilakukan pihak KUA terhadap kasus ini ?

S.EApa Saja tahapan-tahapan yang dilakukan KUA dalam memediasi kasus wali
adhal ?

6. Bagaimana status wali hakim terhadap wali adhal ?

7. Bagaimana Pandangan islam terhadap wali adhal ?
Wawancara dengan pengantin wali adhal

1. Bagaimana proses pernikahan kasus wali adhal ?
W
2.2—Apa alasan walinya tidak mau menikahkan ?
3.EBagaimana hubungan antara anak dan orangtua setelah terjadi pernikahan

8
Adengan wali adhal ?
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University g Sgltan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan bapak Najamudin, S.H,Menjabat sebagai Kepala KUA
Walvancara dengan bapak Dr. H. Khairuddin, Menjabat sebagai Penghulu KUA

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

K

ﬂ\_._, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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Ak A 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. 1!
"luf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Vivi Oktariani, salah satu Pasangan Wali Adhal di KUA

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 04 Juli 2021, Pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul“PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN
ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQIH MUNAKAHAT: Studi Kasus
KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”, yang ditulis oleh:

eyjdio yeH o

e

=

= Nama - DELIANA RAHMAH PRATIWI

NIM - 11721200639

g’ Program Studi  : Hukum Keluarga

w

o Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fgkultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

g Pekanbaru, 25 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Sekretaris
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji 1
Z&l}lfahmi Nur, MA

-
S
Penguji 11
Du'l:S. Zainal Arifin, M A

engetahui :
Kepala Bagian Akademyik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

\/

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023
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Nama : Deliana Rahmah Pratiwi
w
Ng‘l + 11721200639

JuPusan : Hukum Keluarga

J@ul : PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN
WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: Studi
Kasus Di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Pembimbing : Ade Faris Farullah, M.Ag
Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman

yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 November 2021
MPimpinan Redaksi,
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mp & (Satgr) Proposal
a .:tiloh(g Izin Riset
S =
Q(epa'a'
@Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
?rovmsi Riau
=

Bue

Assafé@nu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
o Disampaikan bahwa salah scorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Univgfsitas Sultan Syarif Kasim Riau :

% Nama - DELIANA RAHMAHPRATIWI
= NIM : 11721200639
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi - Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi vang berjudul :
PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT
FIQIH MUNAKAHAT : STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA ( KUA)
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuaday ueyibnisw yepl

ode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘uen@uad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun e&ueq'uedur%
:Jaquins ueyjngaAusw uep ueywnjuesusw eduey 1ul siny eAley yninjes neje ueibeqes diynbusw Bu
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tanggg) surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
mempBRrikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau

JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : t iau.go.i

< 6 mail : dpmptsp@riau.go.id
® oo 2 §
S o gsT
Jeagas *
G€83g o REKOMENDASI
0T 3 S o Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38568
&333CE — TENTANG
SE§5d ©
5 = % 3 = § PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
z % c & e = DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
S2288 &
= c Qa 1.04.02.01
) I%péja%)n&as Péranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
ﬁrr&b}@nm %Rlselz dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
v .@I@Iﬁf £0.9/1 %2’112021 Tanggal 4 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
§8e8 ¢
g 59 1§Nama o :  DELIANA RAHMAHPRATIWI
2 € g2Nm/KP © 11721200639
2 ~ S_.agPrograniBtudl : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
§ <o %4;.Jenjangm : S
g_ g 2 55pAlamat = : JLN. KANDIS KM 06 PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
LA TS KABUPATEN SIAK
% c aﬁgJudul Penelitian . PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT
c Z Eﬁg FIQIH MUNAKAHAT : STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
g ‘(:!J = S KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
5 ;% 8 7gLokasi Penelitian :  KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
>3 8
8 DBn&anEketentuan sebagai berikut:
3 23

]

15 Tidaxrrglakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah.ditetapkan.

20 Pelaksamaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangSung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
3. tanggal#’ekomendasn ini diterbitkan. 3

3o Kepaﬂa?ppihak Y2Rg terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

“’ Pen luih dan Pq}’gumpulan Data dimaksud.

O
@
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rekomendasu ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
—) Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
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Dlsampalkan Kepa§ Yth :
1. Ken@la Badan KBsatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bu;ﬁu Siak
Up HKaban Kesbﬁngpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura

3. Delgn Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
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UIN Suska Riau
di-
Tempat

Dengan hormat,

oo i ig)
T T D\ | KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUALANG
o e o N € JL. Datuk Sri Maraja No. 75 Kec. Tualang Kab. Siak
‘g_ ‘E @ B Email: kuatualangsiak@gmail.com-Kode Pos 28772
Tf o
= QO
@nér o :B-125/Kua.04.11/04/Hm.01/2/2021 15 Februari 2021
aggn@an =. :lLembar
rgl = ! lzin Riset
& IS
s = Kepada Yth;
§ o Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
c
w
o~
Q
L
Q
c

Berdasarkan Surat Saudara Nomor:503/DMPMPTSP/NONIZIN-
RISET/38568 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Penelitian bagi
mahasiswa yang akan menulis Skripsi antara lain:

Nama - DELIANA RAHMAH PRATIWI

NIM : 11721200639

Judul skripsi ;"PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN
ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQIH
MUNAKAHAT: Studi Kasus KUA Kecamatan

Tualang Kabunaten Siak”,
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Pada intinya kami mendukung atas kegiatan tersebut dan tidak
keberatan memberikan data yang dimaksud dengan tujuan agar
bermanfaat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan
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BIOGRAFI PENULIS

ABH @

Assalamu’alaikum, Wr.Wb

e

DELIANA RAHMAH PRATIWI, Lahir di
Perawang, 23 Desember 1998. Anak pertama dari tiga
bersaudara, pasangan dari Ayahanda Suwito dan lbunda
Rofiah. Penulis menempuh pendidikan mulai tahun 2004
di TK Asiyah Bustanul Afwa sampai 2005. Tahun 2005
penulis melanjutkan pendidikan di SDN 006 Perawang
Barat dan lulus tahun 2011. Tahun 2011 penulis

3 melanjutkan pendidikan tingkat MTS di Pondok Pesantren
D%rel Hikmah Pekanbaru dan juga melanjutkan pendidikan tingkat MA disekolah
yang sama dan lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan
Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur
seleksi SPAN PTKIN dan diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2017-2021.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksankan kegiatan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) atau magang di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tahun
2019 dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata
(KKN) di desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penulis melakukan
pe%elitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
deggan judul “PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN
V@_\LI ADHAL MENURUT FIQIH MUNAKAHAT : Studi Kasus KUA
Kggamatan Tualang Kabupaten Siak” dibawah bimbingan Bapak Ade Fariz
F%rullah, M.Ag. berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum
pa@g tada tanggal 18 November 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS

dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)
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